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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyesuaian kelamin dari sisi keagamaan khususnya pemeluk 

agama Islam jika operasi tersebut dilakukan bersifat perbaikan atau 

penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin di 

perbolehkan bahkan dianjurkan sesuai Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan dan 

Penyempurnaan Alat Kelamin. Perubahan data diri seorang 

transgender untuk memperjelas status barunya ini apakah dia dapat 

diakui sebagai seorang laki-laki atau sebaliknya apa dia diakui 

sebagai seorang perempuan setelah dia melakukan operasi 

pergantian kelaminnya tersebut sehingga menjadi jelas apakah 

seorang transgender berhak mendapatkan hak waris sebagai 

seorang laki-laki atau mendapatkan hak waris sebagai seorang 

perempuan sesuai dengan yang tercantum didalam Putusan 

Pengadilan Negeri karena ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-

haknya. Pengelompokan ahli waris islam dimana anak sah 

merupakan kelompok utama yang berhak mendapatkan warisan dari 

orang tuanya yang telah meninggal seperti anak laki-laki maupun 

anak perempuan kemudian ahli waris ini termasuk kedalam bagian 

ahli waris utama sebagai anak laki-laki dan anak perempuan dimana 
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keberadaan salah satu pihak ini tidak akan menjadi penghalang bagi 

pihak untuk menerima waris dengan bagian yang pasti termasuk 

dalam golongan ahli waris Ashchabul-furudh in-nasabiyah dalam hal 

ini yaitu golongan ahli waris sebagai akibat dari adanya hubungan 

darah dengan si pewaris yang dapat dijelaskan dalam  Surat An-Nisa 

(4) ayat 7 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan 

ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada pula dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”. Pembagian harta warisan 

(pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 

bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 

(satu). 

2. Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian waris bagi 

transgender yang didasarkan pada hasil ijtihad para ulama sehingga 

dalam pembagian warisnya pasti menimbulkan sengketa diantara 

para ahli waris mengenai besar atau kecilnya bagian waris dari harta 

peninggalan pewaris yang dapat menyebabkan timbul rasa kurang 

puas para ahli waris dalam pembagian harta yang melibatkan 

transgender, pemberian harta peningalan untuk seorang transgender 

dapat dilakukan dan dilaksanakan serta diberikan dengan cara hibah 

dari orang tua terhadap transgender pemberian hibah dilakukan saat 

pemberi hibah hidup dan pemberian hibah tersebut tidak lebih dari 
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satu pertiga. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui, maka 

yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Agama sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam. 

 

B. Saran 

1. Saya ingin untuk para orang yang memiliki kelainan seperti ini, 

pemerintah harus turun untuk membantu terutama bagi orang yang 

tidak mampu secara materi untuk melakukan perbaikan jenis kelamin 

sehingga orang tersebut bisa hidup selayaknya manusia yang 

terlahir dengan normal dan untuk perubahan identitas data dirinya 

dari mulai permohonan kepada Pengadilan Negeri sampai 

memperoleh penetapan dari Penagadilan Negeri dan terkahir 

permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah 

dimana yang bersangkutan tinggal serta untuk pengurusannya tidak 

dikenakan biaya sepeserpun atau gratis. 

2. Saya ingin pemerintah tidak tinggal diam terhadap sengketa yang 

terjadi dalam hal kewarisan yang melibatkan para kaum transgender. 

Pemerintah harus segera membuat Peraturan yang setara dengan 

Undang-undang khusus yang mengatur ketentuan bagi transgender 

untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan pelanggaran hak 

transgender tersebut. 
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